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Mengingat

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa. untuk melalsanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2027 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Gubernur
mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan
Terpadu Satu Pintu;

b. ba-hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko;

1.

2.

.).

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Irian Barat (l,embaran Negara Tahun
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 29O7);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O01 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O2l tentarrg Perubahan Kedua Atas Undalg Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6697]';

' 4. Undang-Undar,1.......l2
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O07 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7
Nomor 67, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nornor 4724\;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Rep{blik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O38);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undalgan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor a2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s6791;

9. Undang-Undang Norr.or I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67571;

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukal Provinsi Papua Tenga-h (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2OI2 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
661711'

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2O2l tentang tentang
Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2O21 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dal Layanan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 2O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O2l tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2OO2 tentang Bangunan Gedung (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaral Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O2 1

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Bidang Keiautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2L tentang
Penyelenggaraan Bida,ng Perindustrial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

24. Peraturan Pemerintah......./4
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O2l tentang tentang
Penyelenggaraan Bidalg Lalu Lintas dan Angkutan Ja-lal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642\;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2O2l tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202 I Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2O21 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

27. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2O2l
tentang Bidang Lrsaha Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 128);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O21 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
673O1;

29. Peraturan Pemerintah Nomor LO7 TaJr:m 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202 1 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

30. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang
Penyelenggaraan Pelaltanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Tahun 2O14 Nomor 221);

31. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O20 Nomor 57);

32. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2O2l tentartg
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 128);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O 1 5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12O Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2O17
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1e56);

35. Peraturan Menteri....... / 5



35.

36.

J/-

38.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 1781);

Peraturan Kepala Badal Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
Peratural Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 4 Tahun 2O2l terrtatTg Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas
Penanaman Modal;

39. Peraturan Kepa,la Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2O2l +-entang Pedoman Dan Tata Cara
Pengawasaa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

40. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 18 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Keda Dinas Penanaman
Modd dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua

TENTANG
BERBASIS

sesual

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
PEIVYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
zuSIKO.

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah Daerah. adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusar
pemerintahaan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.

4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah
perangkat daerah . pada pemerintahal daerah selaku pengguna
anggaran / pengguna balang.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah.

6. Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk peiayanan
melalui satu pintu.

7. Perizinatt adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undalgan.

8. Per2inan Berusaha .......16
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8. Perizinar. Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku
Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan dan
diberikar dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha
yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk' dan atas nama Menteri
Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Gubernur/Walikota kepada Pelaku
Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

10. Lembaga Pengelola dal penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut
Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Koordinasi Penanaman
Modal.

11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yalg
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas
pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku Usaha
melakukan pendaftaran.

13. Perizinan Berusaha ladalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

14. Peruinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha
berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

15. Sertilikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha.

16. lzin adalah persetuiuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan kegiatan usaha yalg wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha
sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengeioiaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Penyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Lingkungan Hidup.

18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemaltauan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Lingkungan Hidup.

19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan
usaha sesuai dengari standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan
melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi
oleh Pe1aku Usaha.

20. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK ada-lah Usaha
Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

21. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M
adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-tr-ndang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah;

22. IrJasifikasi Balr.:,....... / 7



22.

23.

24.

25.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat
KBLI adalah kode klasifrkasi yang diatur oleh lembaga pernerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidalg
statistik.

Penalaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam
peraturan perundalg-undangan di bidang penanaman modal.

Penanaman Modal Asing adalah penerimaan modal asing sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang penanaman
modal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah ya-ng
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 2

Penyelenggar-aan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk
meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:
a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan

sederhana; dan
b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dal dapat

dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

, Pasal 3

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha,
memenuhi:
a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; daII/ atau
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pelaku Usaha wajib

Pasal 4

(1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruarig, persetujuan
lingkungan, persetujuan bangu.nan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 5

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha
kegiatan usa-ha sesuai dengan ketentuan perundalg-undangan.

(2) Dalam pelaksanaan......./8
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(2) Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar perizinan
berusaha.

(3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b. persetujuan lingkungan; dan
c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pelaksanaan Perizinal Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
Tengah berdasarkan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan
investasi.

Pasal 7

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
diiakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha
kegiatan usaha

(2\ Penzinan Berusaha yang berbasis risiko, meliputi sektor:
kelautan dal perikanan;
pertanian;
Iingkungan hidup dan kehutanan
energi dan sumber daya mineral;
ketenaganukliran;
perindustrian;
perdagangan;
pekerjaan umum dan perumahan ra\rat;
transportasi;
kesehatan, obat, dan makanan;
pendidikan dan kebudayaan;
pariwisata;
keagamaan;
pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
pertahanan darr keamanan; dan
ketenagakerjaan.

Pasal 8

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 meliputi pengaturan:
a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter

Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa
berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha ;

b. persyaratan dan/ atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

h.

j.
k.
i.
m
n.
o.
p.

(2) Ketentuan sebagaimana....... I 9

Pasal 6
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(2) Ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pacia masing-masing sektor dilakukan
pembinaan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai
kewenangan masing-masing.

Pasal 9

(1) DPMPISP wzrjib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

(2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) DPMPISP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko mengacu kepada Standar Pelayanan, Standar Operasional
Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaal penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan
kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

BAB IV
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN

Pasa-l 1 1

(1) Gubernur wajib menyelesaikan hambatan dan permasa-lahan da-lam
pelaksanaan Peraturan Gubemur ini sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dafam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur ha1 untuk
penyelesaian hambatan dan permasalahan, Gubernur berwenang untuk
menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan
dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud
sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis
risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

BAB Vr......./i0
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BAB VI
SANKSI
Pasal 13

Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
perizinan berusaha berbasis risiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentlran
Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2 1

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 April 2O23

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK
Diundangkan di Nabire
pada tanggal 4 Aprtl 2O23

PJ. SEKRETAzuS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BERITA DAERAH PROVINSI A TENGAH TAHUN 2O2 oMoR 13

esuai dengan
LA BIRO

MENASE , SH, M.Si
1996 101001

a
Plt.

NIP. 196
4TEN


